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KEPUTUSAN BUPATI SUBARG
NOMOR :421.6/Kep.128-Org/2013

TEATARG,

PERINGEATAN STATUS BEXOLAH MENENGAH KEJURUAN (8MK)
DI LNGEURNQAN FEMERINTAH RABUPATEN SUBARG

Menimbang T oa

c.

BUFATI SURANG,

bahwa dalam upsya ‘meningkatkan mutu
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMX)

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP} eerta

sesuai dengan perkembangan situasi, kondiai
dan kebutuhan masyarrkat, maka periu
adanya peninglmtan status Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK] dan Sekolah M .
Pertama (SMP] di Linglkungan Pemerintah
Kabupaten Subang;

. bahwa eckolah tersebut telah memenuhi

persyaratan untuk ditinglmatian statuenya
menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
%ng{!\l} dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
bahwa bcrdn.sa.rknn pertimbangan se

dimalmud peda huruf a dan b di atas, periu

.ditetaplean dengan Keputusan Bupati Subang

tentang Peningimtan Statua Sekolah Menengah

- Kejuruan : (SMK] dan Sekolah Manengah

Pertama (SMP) di Limgkungan Pemerintah
Kabupaten Subang.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentulan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (FROPENAS)
Bidang Pendidilan,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daecrah, sebagaimana telah
diubah beberapa Jali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nomor
32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah; &



Memgperhatiican

Menetapian

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

7. .Peraturan Pemerintsh Nomor 55 Tahun 1998
tentang Perubahan i:tas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar;

8. Pematuran Pemerintah Nomor S6 Tahun 1998
tentang Pendidilman Menengah; -

9. Peratitran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinasn den Pengawasan  atms
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidilcan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintalian
antara ' Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Eabupaten /Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007
tentang Organisasi Perangitat Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidilan Nasional Nomor
29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Standar Selrolah /Madrasah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kegia
Dinaa Daerah di Lingikungan Pemerintah
Kabupaten Subang.

: Surat Kepala Dinss Pendidilman

Kabupaten
Subang Nomor : 421.1/307-Diadik Tanggal 17
Desember 2012 Perfhal Usulan Peningkatan
Status SMK dan SMP Tahun 2012.

MEMUTUBEKAN

! Peningiatan Status Seimiah Menengah Kejuruan

(SMK) Dan Sekolah Menengah Pertama (S ™
Lingkunga: (SMP)

Pemerintah Kabupaten Subang
scbagaimana tersebut dibawah ini :
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Tembusen :
1. Manteri-DalamftegedREdI Jakarta
Z MsdtnPendidikan dentsbutisysan-Rh.dl. Jukada-;
3. Gubemur Jaws. Barat di Bandung.;
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